ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak
asasi manusia melalui Pasal 28A-28J.Dengan itu maka timbul kewajiban negara
untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia.Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengamanatkan Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga negara yang berwenang dalam
melaksanakan kewajiban negara tersebut. Melalui undang-undang tersebut pula,
Komnas HAM diberikan mandat menjalankan berbagai fungsi, salah satunya
mediasi.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif.Spesifikasi penelitian
ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis.Sumber data penelitian ini
menggunakan data sekunder sebagai sumber utama.Metode pengumpulan data
dengan studi kepustakaan dilengkapi wawancara.Metode analisis data
menggunakan metode kualitatif. Metode penyajian data dalam bentuk uraian
naratif.

Kasus yang ditangani melalui mekanisme mediasi HAM pada tahun 2017-2020
jumlahnya fluktuatif.Isu sengketa lahan, sengketa ketenagakerjaan, dan sengketa
penggusuran menjadi yang paling banyak ditangani. Kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan fungsi mediasi antara lain kehadiran para pihak yang bukan
merupakan decision maker sehingga menghambat pelaksanaan mediasi, kapasitas
SDM vyang kurang mendukung dari segi kuantitas, serta pelaksanaan monitoring
pasca-mediasi yang belum memiliki standar baku.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pelaksanaan fungsi mediasi hak asasi
manusia masih memiliki keterbatasan kapasitas wewenang dan sumber daya
sehingga jumlah kasus yang ditangani pun juga terbatas.Saran yang diberikan
untuk permasalahan tersebut adalah, memperkuat fungsi mediasi dengan
memberikan kewenangan daya paksa kepada Komnas HAM,meningkatkan
kapasitas SDM baik dari kuantitas dan kualitas untuk menunjang pelaksanaan
fungsi mediasi oleh Komnas HAM, serta merumuskan standar baku/mekanisme
untuk penyelenggaraan monitoring pada tahap Pasca-Mediasi.
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